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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAMGIN

NOMOR : 33 TAHUN 2001

TENTANDG
RETRIBUST
DAN

AENGGEMUKAN TERNAK

ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPRATT KABUPATEN MFRANGIN

A. bahwa untuk. menunjang dalam rangka mempertahankan
populasi ternak, sumbei bibit dan saha
penggemukan ternak di Kabupaten Merangin,dipandang
perlu diciptakan sumber ternak bibit dan sumber
ternak  bakalan melaluil ternak hasil pengembalian

analkk setoran;

e

menunjang peningkatan pendapatan asli
memacu terhadap pelaksanaan otonomi
nyata  dan  bertanggung jawab dengan
pada daerah Kabupaten, perlu digali
pendapatan melalui pemungutan-
bibit hasil pengembalian petani
Kabupaten Merangin dan

sSumber - aumber baru

ernak

ponjualan L

sebagaimana
diatas, maka pelaksa-
bibit dan penggemukan
peraturan daerah.

melaksanakan  Ketentuan

PR [ o W e abs
pada huruf a dan b

oL hbahwa  unituk

dimaksud

ternak

diatur dengan

naan  pengalolaan

brpacogn sRiiin T )
ternak paerlu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 19545 ( Lembaran Negara
1265 nomor %0) tentang Pembentukan Daerah

Tahun
Pembantukan Daerah tonom

Sumatara Tengah ;

3

t
o Y o~
2571 tentang
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= & Tahun

1967 tentang ketentuan
dan Kesehatan Hewan
1967 Nomor 10, Tambahan

OIAY
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Peternakan
Tahun
NMomor
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Undang-unrdang Nomor € Tahun 1974 tentang Pokok
-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No.42 Tahun 1999 (  Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1967 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 ) ; Sebagaimana telah diubah dengan
Undang—undang Nomor 24 Tahun 2000 (  Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048 ) ;

Undang—undang Naomor 22 Tahun 1999 tentang pemerin
tahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
GO, Tambahan fambaran Negara RI Nomor 3848 )

Undang-undang  Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimba

ngarn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
{ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lombaran Negara Nomor 3848 )

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentu
ran Kabupaten Sarolangun, Kabupateen Tebo, Kabupa-
en Muaro Jambl dan Kabupatzn Tanjung Jabung Timur

Laemizaran  Negara Tahurn 1999 Nomor 182, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 3904 )
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Peraturan Pemarintah Nomor 16 Tahun 1977
termtang Usaha Peternakan ( Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2107)

Peraturan '‘emerintah  Nomer 20 Tahun 1997 tentang
¢ by Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997
Homor 5%, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
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C.Peraturaon Pemerintah RT Nomor 2¢ Tahun 2000 tentanyg

MW AN et Pemerintah  Propinsi  sebagal Daerah
Otornom  { Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
ooy bembaran Nogara Nomor 3952 )

eputusan Prasiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang
hinik Penyusunan Peraturan Perundang—undangan dan

Sentuk  Rancangan Undang-undang, Rancangan Peratu-
ran Daerah dan  Rancangan Keputusan Presiden
{

. Lambaran Negara RI Nomor 70 ) :

Peraturan Daarah Kakbupaten Daerah Tingkat II
Saroclangun Rangko nomoir & tahun 1980 tentang
Penertiban Pemeliharaan Ternak, sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
T3 T Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1988

Tingkat T >
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Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daesranh Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN
Menetapkan @ NPERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG

RETRIBUST PENGELOLAAN TERNAK BIBIT DAN PENGGEMUKAN
TERNAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

falam Peraturan Daesrah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Daerah Xabupaten Merangin.
Peamerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin

Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah adalah DPRD Kabu
patan Merangin

Bupati adalah Bupati Merangin.

Kantor Neternakan acdalah  Kantor Peternakan
Kabupabern Merangin

Kepala Kantor Peternakan adaiah Kepala
Kantor Peternakan Kabupaten Merangin.

Dinas Pendapatan adalah 0Dinas Pendapatan Kabu
paten Merangin.

Kas Dacrah adalah Kas Daesrah Kabupaten Merangin

Tarnak adalah ternak besar, ternak kecil dan
tornak unggas yang dimilikil  dan dibudidayakan
oleh penggaduh/peternak di Kabupaten Merangin.
Ternak bibit adalah ternak yang pemeliharaan
nya diharapkan untuk mendapatkan keturunan.

Penggemukan adalah suatu kegiatan pemeliharaan
ternak  sapi dalam waktu tertentu dengan tujuan
akhir untuk menambah bobot dari ternak seoptimal
mungkin.



1. Petani penggaduh adalah seorang atau badan hukum
yang menerima ternak sapi guna dipelihara dengan
suatu perjanjian.

NAMA, NBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2
Dongan Mama Retribusi Pengelolaan ternak bibit
dan  penggemukan ternak atas setiap pelayanan

kepada seorang pribadi atau baaan untuk pengelolaan
ternak dan penggemukan ternak.

Pasal 3

Obhjek Retribusi adalah Ternak bibit dan ternak
serggemukan

Pasal 4
Subjek Qetribusi adalah orang pribadi atau badan
vang melaksanakan pengelolaan ternak bibit dan  peng-

gamukkan.

Pasal S
Retribusi  Pengelolaan ternak bibit dan penggemu-
Lan ternak digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha
Daerah

BAB TIT
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan hasil
Poengelolaan Ternak dan Panggemukan ternak.

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7
fotribusi Jasa Usaha Daerah dipungut diwilayah tempat

roengalolaan ternak  dan peenggemukan  ternak dalam
Fabupaten Merangln.
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Pasal 8

Tata cara pemungutan dipungut berdasarkan sistem
perjanjian bagl hasil.

Tata caca pemungutan sebagaiinana dimaksud ayat
(1) akan diatur leoih lanjut dengan Keputusan
Kepala Kantor Peternakan.

BAB V
PENGELOLAAN TERNAK BIBIT DAN PENGGEMUKAN TERNAK
Pasal 9

Pengelclaan ternak adaiah para peternakan yang
meliputi pengawasan, meliputi pengawasan, bim-
bingan teknis dan pelayanan terhadap ternak
bibit dan penggemukan tarnak milik pemerin-
tah vyang dipelihara oleh para peternak melalui
kelompok—-KkKelompok tani.

Ternak bibit merupakan ternak yang dikembang
biak kan yang masih menjadi milik pemerintah

Penggemukan ternak merupakan usaha meningkatkan

produktifitas ternak bakalan guna memperoleh
nilai tambah.

BAB VI

LOKAST FPENYERARAN, PENGADAAN DAN SYARAT PENGGADUH

Pasal 10

Lokasi Penyebaran
Lokasi Penyebaran terlebih dahulu dilakukan
identifikasi lokasi.

Identifikasi lokasi dilakukan oleh Kantor
Peternakan dan instansi terkait.

Penetapan lokasi penvebaran ternak ditetapkan
dengan keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor
Petaernakan.,
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Pasal 11
Syarat Penggaduh

Untuk menetapkan penggaduh perlu dilakukan
~alekai penggaduh oleh Kantor Peternakan.

il seleksi penggaduh ditetapkan dengan
at Keputusan Kepala Kantor Peternakan.

Pasal 12

Syarat  ponggaduh  ditetapkan bherdasarkan syarat
teknis beternak -dan syarat lain atas rekomen-
dasi Kepala Desa atau Lurah setempat.

Syarat-syarat penggaduh antara lain:
4. Petani dan berdomisili menetap pada lokasi
vang telah ditetapkan.

5. Patuh dan taat terhadap peraturan budidaya
ternak serta perjanjian yang ditetapkan.
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Mempunyai tempat tinggal yang tetap.
Sudah berkeluarga.
e. Tergabung dalam kelompok tani.
BAB VII
JENIS TERNAK

Pasal 132

dimaksud  dengan ternak bibit  dalam  Peraturan

Dazrah ini adalah

N -

N
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-nak Besar yailtu
Kerbau
Sapi

Kuda

Ternak Kecil yaitu

OIS

Kambilng

~

Damba

0y b T
oAaA0L

Ternak Unggas yaltu

Avyam Bukan Ras
Ayam Rag
Ttik



B AB VIII

HAK DAN KEWNAJIBAN

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah yaitu

2 I

Melakukan identifikasi lokasi penyebaran
ternak.

Memilih calon pemelihara atau penggaduh.
Memberikan bimobingan pelayanan kesehatan
hewan dan pengaturan tata cara mengelolaan
ternak bibit dan penggemukan.

Membuat perjanjian kontrak atau gaduhan.

Menyediakan ternak bibit dan teraak bakalan
pengemukan sesual spesifikasi teknis.

Menetapkan waktu penarikan dan panen serta
menjual ternak yang disetorkan oleh peternak.

Pasal 1S

Kewajiban Peternak yaitu

Sl

by

Mengajukan parmohonan untuk mengelola  ternak
bibit dan penggemukan.

Many odiadean kKandang Sasual parayaratan

teknis.
Menanam rumput atau hijauan lainnya.
Menandatangani perjanjian serta mentaatinya.

Merawat ternaknya dengan baik hingga waktu
pelunasan atau panen.
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Pasal 16
Hak Pemerintah Kabupaten yaitu :
a. Menerima kemball ternak setoran dari petani

sesual perjanjian yang disepakati.

b. Menerima hasil penjualan ternak dari petani
atau penggaduh

Hak Paternak yaitu
a. Menerima hak berupa induk dan atau jantan

sesuai perjanjian untuk dikembangkan lebih
lanjut.
b Menerima surat pengakuan hak milik dari

pemetrintah.

c. Menerima hak bagi hasil ternak penggemukan
sesual dengan ketentuan.

B A B IX
PERIJANIIAN BAGI HASIL
Pasal 17

Perjanjian bagili hasil dituangkan dalam bentuk
surat perjanjian antara neternak dan pemerintah
Ca. Kantor Peternakan.

Perjanjian bagi hasil ternak bibit :
a. Ternak besar dan kecil
(1). Satu ekor induk wa3jib mengembalikan 2
(dua) ekcr anak atau sebesar induk
atau jantan saat diterima.

(2). Satu pasang ternak wajib mengembalikan
Z (tiga) skor anak atau sebesar induk
atau Jjantan saat diterima.

(Z). Yang disetorkan kepada pemerintah adalah
keturunan pertama (F1)
(4). Jika ternyata ternak yang diserahkan

Pemerintah kepada peternak tidak menda-
patkan keturunan atau majir, maka ternak
tersebut dikembalikan kepada Pemerintah
dan  peternak menerima 25 % darli nilai

ternak .
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(b} . Ternak Unggas :
satu ckor ternak unggas wajJib mengemba-

likan 3 (tiga) ekor katurunan atau senilai

skor keturunannya.

(Z). Perjanjian Penggemukan ternak :

{a). Pembagian  hasil penggemukan ternak dilaku-
kan zetelah ternak dijual.

(&Y. Pembagian hasil penggemukan ternak sebagai-
mana dimaksud pada ayat 3 adalah sebagai
barikut :

1). Petani penggaduh menerima 60 % (enam
puluh persen) dari keuntungan harga
jual ternak.

?)  DPemerintah menerima  dari  harga awal
ditambah 40 % ( empat puluh persen )
dari keuntungan.

2 A8 X
PENARIEAN HASIL SETORAN SERTA PANEN
Pasal 18
{(1). Waktu pernarikan setoran ditentukan oleh Kantor

ah mengavaluasi terlebih dahulu
ihasilkan dan perkembangan yvang
gagemukan ternak.

Petarnakan sete

,
-’
keturunan vang d
optimum bagl pen

{2). Hasil setoran berupa keturunan (anak) atau hasil
ggemukan  ternak dihimpun oleh Tim yang
njuk oleh Pemerintah atas usul Kantor
arnakan.

C(u

(Z). Hasil =zetoran yvang tidak layak bibit berupa

uran ( anak ) atau hasil penggemukan ternak
1 oleh tim, dan hasil Jualnya disetorkan ke

ir
ua
daerah dalam wakt ¥ 24 jam.

lya e
NCAD

(s

Ha=1l setoran ternak betina vyang layak bibit
disebarkan kembali kepada penggaduh baru pada
Tokasi Toma/bara

ia

S). Tim yang  Lersebut  pada ayat 2 dan % diatas
terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Kantor
Peternakan.
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Penentuan harga seekor ternak penggemukan

berdasarkan harga jual bobot badan ternak yang
disesuaikan dengan harga vang berlaku dipasaran
saat itu.

Untuk mengetahui bobct badan ternak dilakukan
penimbangan ternak dengan menggunakan timbangan
ternak.

B A B XI

BISIT BARU
frasal 19

Has1i1l setoran ternak yang tidak layak bibit
dan hasil penggemukan vang telah dihimpun oleh
Kantor Peternakan dan disetorkan ke Kas Daerah,
dibelikan ternak bibit atau ternak bakalan
penggemukaan baru pada tahun berikutnya melalui
APBD Kabupaten Merangin.

Ternak bibit dan ternak bakalan penggemukan
vang diadakan oleh APRD disebarkan pada daerah
baru dan bukan lokasil vyang lama.

8B A B XII
PENCGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 206

Kantor Peternakan sebagaili unsur pembantu Bupati
diberikan wewenang untuk mengawasi dan mengen-—
dalikan serta membantu kelancaran dalam usaha-
usaha pengelolaan ternak bibit dan penggemukan
ternak

Melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian
dimaksud pada ayat 1 kepada Bupati secara
barkala melalul Kepala Kantor Peternakan.

Kepala Kantor Peternakan dapat mengambil tindak-
an yang diperlukan sesuaili dengan petunjuk.

Biaya operasional dan pansn diambil hasil hasil
aegtoran petani atau panen ternak penggemukan
vang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
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B A B XITI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajib-
annya sehingga merugikan keuangan daerah dianca-
man hukuman kurungan paling lama I bulan dan
benda paling banyak 2.500.000,- ( dua juta lima
ratus ribu Rupiah)

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B XIV
PENYIDIKAN
Fasal 22

Pejabat Pegawail Negeri Sipil tertentu dilingkung
an Pemerintah Daerah diberi wewenang Kkhusus
sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikkan
tindak pidana di bidang pajak daerah atau
retiribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-—
undang Homor 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Wewenanyg Penyldik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi

lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang Pribadil atau Badan tentang
kebeanaran perbuatan diiakukan sehubungan de-—
ngan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut.

c. Maminta ketarangan dan bahan bukti dari Orang
Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah tersebut.

d. Memeriksa buku—buku, catatan—-catatan dan
dokumen—-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pldana dibidang Retribusi Daerah



e. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah

f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
Lug.as  poenyidikan  tindak  pidana  di bidang
Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang mening-
galkan ruangan atau tempat pada saat pemerik-—
saan sedang berlangsung dan memeriksa identi-
tas orang atau dokumen yang dibawa sebagaima-
na dimaksud pada huruf (a).

5. Memoctret seseorang yang berkaitan dengan
t.indak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Netribusi menurut hukum yang dapat dipertang-
gungjawablkar.

Ponyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
mamber i tahukan  dimulainya penyidikkan kepada
Panuntut  Umum sSesual dengan Kketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahan 1981

Tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUPR

al yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 1ini
jJang mengenal teknis palaksanaannya akan  diatur
itetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 24
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangian. Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahban pengundangan  Peraturan  Daerah ini

dengan  pansmpatan  dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Marangin.

Disyahkan di : Bangko
Pada tanggal . 28 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan Salam Lembaran Daerah
Kabupatan Marangin
Pada Tanggal 23 Januari 2002,

Sekr~taris Daerah

ttd

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 055 981



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 33 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN TERNAK BIBIT
DAN PENGGEMUKAN TERNAK

Penjelasan umum

Dalam rtangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang
nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung iawab pembiayaan
pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan
s1i daerah, khususnya yang berasal dari retribusi dacrah harus
“dipungut dan dikelola sccara lebih bertanggung jawab. Dengan

semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa
~p~layanan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan pemenfaatan
umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat
menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Un‘uk itu dilakukan usaha budidaya ternak bibit yang hasil
urunnnya merupakan pendapatan jasa usaha daerah dan usaha
ggemukan tcrnak yang dari pertambahan nilai jual yang dipero-
lech 40 % (empat puluh per seratusnya) ditambah harga awal merupa-
kan pendapatan jasa usaha bagian pendapatan pemerintah daerah.

5
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Peraturan Dacrah tentang retribusi penjualan produksi daerah
dalam hal penggemukan ternak sapi ini ditctapkan untuk mengatur
tebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
“aerah dan Relribusi Daerah.

jelasan Pasal demi Pasal

Cukup jelas.

Pengadaan  ternak dimaksud adalah proscs yang dimulai dari
pcnawaran peckerjaan yang ada pada Daftar Isian Proyck (DIP) pada
Kantor Peternakan, terpilihnya pelaksana kegiatan pekerjaan
hingga ternak-ternak terscbut ada dan siap diusahakan, baik untuk
usaha budidaya bibit mcupun penggemukan.



